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BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

>F,N.JAIitARAN TUCAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH

KAEUPATEN MINAHASA

BUPATI MINAHASA,

vicn-.iTibang i. bahwa dengan ditetapkannya Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Minahasa dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah, perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa;

b. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
(lalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
I'enjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Minahasa;

vienf^ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
i-'enyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotism.e;

3. Undang-Undang Nomor 12 I'ahun 2011 tentang
l^embeniukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

lentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN ; .



MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PEI^TURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I ;
KETENTUAN UMUM i

1

)

Pasal 1 i

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : :
1, Daerah adalah Kabupaten Minahasa; i
2. Pemerintah DaeraJi adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa; '
3.. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa; '
4 , Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa; '
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Megeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
untuk melak;ukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kedudukan Dinas adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang
Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu
Bupati Minahasa dalarn Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang
Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, Dinas
mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan penyusun^ program Dinas yang mengacu p^da program

Nasional dan Daerah; '
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; |
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pendapatan Daerah;
d. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang i Pendapatan

Daerah; '

e. Mengkoord nasikan ./....



^ieng^io()rdinas'kan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan
n <^naiemcn ke|; egawaian,
IVieiigendalikaii dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah
b Tjalan oerdatark^ui rencana dan realisasi sebagiii bahan dalam penyusunan
program pada t Uuii; berikutnya;
Ni^^laporkan ha-.sil p.^laksanaan tugas kepada Bupaii melalui Sekretaris Daerah
sc-bagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
Melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Bupau.

BAB III

ORGANISASI

Bagian fCesatu
Unsur Organisasi

Pasal 5

;:! Susunan Orgarjisas] Dinas terdiri dari :
a Kepala,
b Sekretaris;
c Bidang;
d- Kelompok Jabata.n Fungsional

{2] Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari:
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(3) Bidang sebagaimana dimaJisud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri dari :
a. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanahi dan Bangunan;
b. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
c. Bidang Penetapan dan Peiayanan Pengaduan;
d. Bidang Penagihaji dan Penerimaan Pendapataii;
Sekretaris dan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini
n^asir.g-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut
S-kretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
1; ngsimg icepada hxpaia !.)inas.
BigHTi Srruktui Oi'ganisasi Dinas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
P'^raturan Bupati ini dan merupskan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

iJina^ mernpunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
f-'Tdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah

-rU tugas lain ya;ig diberikan oleh Bupati scsuai den;;an ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini,
Kepala Dinas mernpunyai fungsi ;

a. Pengkoordinasian



}'''ngkoorciinasian iniegrasij sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam
liugkvingan Dinas Pendapatan maupun instansi atau unit kerja lain ,yang
tc rkait;
Pengkoordlnasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang
Pendapatan Da<irah;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi
keiatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian dan
u mum;

iv^emberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati Minahasa tentang
i; iigk.ih-langkah al:;..u lindal^an yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
Mf'!;^ksa^akan tug-jy lugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Bupati
N'iinahasa,

Faragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan,
pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal
dan horizontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 9

i /alhm melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan ini,
''ekretariat rnenycienggarakan fungsi :

P-mberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
li. Pemberian/penerbitan surat keterangan fiskal;
c Penyusunan program dan rencana kegiatan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian;
e. Penyelenggaraan urusan umum;
f. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
g. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
h. Penyelenggaraan urusan keuangan;
i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesektretariatan;
k. Melaksanakan lugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

ui) riagian Program. Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :
ii Mcnyusun peren*::anaan teknis program dan kegiatan;
i, Mfnganalisi.i peiiibiayaan program dan kegiatan,
<. Mclakukan koordinasi penyusunan perenctmaan program dan kegiatan;
d. Melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik serta

penyajian bahan perumusan program dan kegiatan;
e, Mengidentifikasi masalah yang timbul;
r. Melaksanakan verifikasi atas pengelolaan Administrasi Keuangan;
g. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang guna penyusunan rencana

kerja;
1;, M<'lakukan koordinasi dalam. hal penerimaan maupun pengeluaran

keuangan;
i Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;

j. Menyusun



j. Menyusun petunjuk teknis tentang evaluasi dan pelaporan;
k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
1. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan; dan,
ni. Menyarnpaikan kiporan kegiatan kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian raempunyai tugas :
a Mt:laksanak.;m /\dministrasi Kepegawaiari di lingkungan Dinas;
b. Melaksanak^u^ tugas verifikasi dan evaluasi kehadiran Pegawai di lingkup

Dinas;
c Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis

beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada

Sekretaris.

(3) Sub Bagian Uraum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan serta

pendistribusian, arsip dan dokumentasi;
b, Mt^ngurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan gedung

kantor;

c Melaksanakan aciministrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan;
Mcny.isun krbutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak
')'-'''ger;'k di 'ingk Dinas:

I Mi iaporkari :ia:si pciaksanaan tugas kepada Sekretaris.
.Sijo iagian scbagbiauir-a dimaksud pada ayat ( t. ayat (2) dan ayat (3) ini
n^asjiig-niasing dipinipin oleh seorang Kepala Sub I '-^Lgian yang berada di bawah
dan bertangguiigjawab langsung kepada Sekretaris IJinas.

Paragral' 3
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

' ' 1Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
pengekjlajm p<mdapatan daerah yang bersumijer dari Pajak Bumi dan
fanganan dan Bea F'erolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan
I-t-ndataan dan Peiidattaran Wajib Pajak Bumi &c.u Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
penghitungan, penetapan dan penagihan dan pengendalian pajak/bea yang
tt;lah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta pelaporan;

12) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :
a. Penyusun perencanaan keija yang mengacu pada perencanaan strategis

dinas;
b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
c. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan dan

pencapaian penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
d. Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
e Pembinaan, pengawasan, serta pengendalian atas pengelolaan PBB-P2 dan

BPHTB;
f. Pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB-P2;
g Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan/analisis dan langkah

strategis pengembangan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
h. Pengawasan atas penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang

serta besaran angsuran atas permohonan wajib pajak;

1. Penyusunan



i, Peiiyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan
pemuiigutaii/pembayaraxi/penyetoran PBB-P2 dan BPHTB;

j. Pengawasan penagihan PBB-P2 dan BPHTB serta memberikan pelayanan
keberatan sesum dengan ketentuan yang berlaku;

k. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana Bidang PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja

Dinas;
b- Menyedialcan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari

PB3-P2 dan BPHTB;
c. Menyusun di'al" pi^raluran dan prosedur pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
d. Mengatur pengelolaan data subyek dan obyek FE^B-P2 dan BPHTB;
e. Menindaklanjuti tembusan surat dinas menyimpan surat perpajakan yang

bei kaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB;
f. Mengawasi peninjauan lokasi / lapangan maupun kegiatan;
g. Mengatur penyusunan daftar Induk wajib PBB-P2 dan BPHTB;
h. Mengatur pelaksanaaan penghitungan dan penetapan jumlah PBB-P2 dan

BPHTB yang terhutang serta besaran angsuran atas permohonan wajib
pajal^;

i. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB-P2
dan BPHTB;

i. Memeriksa dan menandatangani SSPD BPHTB dan Surat Tagihan Paiak
DacM-ah PBB;

MoUiksanaki-n ritik-isi dan penghitungan atas keberatan dan Pengurangan
;'M;-M'i/BPf TP;
•-'i.MigiiTMr pf aks.priTnmgu'an/penHgihan ^'f-JB-P2 dan BPHTB;

;; iVicngHiur pc av:-?nai. prnnohonan wajib pajak Pi:-1.:;-P2/BPHTB;
Mcnyu.sun Run ijsaii Kebijakan Keberatan dan I^ongurangan PBB-P2/BPHTB
sesuai dengan keientuan yang berlaku;

o. Menyediakari bahan informasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebagai
balian penyusunan laporan realisasi penerimaan;

p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik;
q. Mengawasi proses BPHTB yang terjadi pada PPAT;
r. Menilai basil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
s. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok Clan fungsi;
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

i -i) Dalani melaksanakan kegiatannya, Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang.
Unsur-unsur Organisasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri dari:
a Sclcsi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

b Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
c Seksi Penagirian.

Pasal 12

(l)Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak
PBB-P2 dan BPHTB meliputi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran,
penetapan serta pengolahan hasil pendataan dan pendaftaran.

(2) Untuk L



2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
ii tensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai uraian Lugas sebagai berikut :
a Mcnyi-isun penj^endalian, Seksi Inteiisifiaksi dan Ekstensifikasi

s(^sua: dcngi^in rencrinii/kcgiaian kerja dinas;
i. Ml ngaiialis;^ (iat; pou nsi pendapatan daorah dari PBB-P2 dan BPHTB;

M( ngjiciakan pen JauuiP., pendaftaran obj<ik pajak;
ci Mcngatiakan perhiiungan, penilaian dan perKitapan dan evaluasi atas

penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
e Wlengadakan pelayanan berkualitas tentang permohonan pengurusan PBB-

P2 dan BPHTB sebagai bagian dari proses Pendaftaran Objek pajak ;
f. Menerima formulir permohonan SSPD BPHTB;
g. Meminta dan menerima data terkait objek pajak yang menjadi objek

transaksi BPHTB pada seksi pengelolaan data dan informasi
h. Melakukan validasi keiengkapan dokumen dan kebenaran data yang

tercantum dalam SSPD BPHTB;
i. Apabila memungkinkan mengadakan pemeriksaan lapangan terkait

pengurusan PBB-P2 dan BPHTB;
j. Administrasi pendaftaran objek baru PBB-P2 sebagai objek baru yang belum

terdaftar pada administrasi PBB-P2;
k Administrasi muiasi objek PBB-P2;
L Administrasj pen;beru!an SPPT/ SKPD;
tti. Administrasi keberacan atas permohonan dari wajib pajak;
n. Administrasi pcngurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan

wajib pajak lerhadap ketetapan PBB-P2;
o. Menetapkan Nomor Objek Pajak PBB-P2 dan nomor dokumen BPHTB;
p. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB-P2 dan

BPHTB dan lampiran SPOP;
q. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran

SPOP PBB-P2 kepada wajib pajak;
r. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin keijasama yang baik;
s. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
t. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya;
u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 13

8 -rsi Pengeiolaan I'aiii <taii Informasi mernpunyai mgas pokok melaksanakan
u lisr-in fx^meri iLah in 'ii hidang penatausahaan penerimaan dan penyajian
p^'ngelolaan data dan dokumen PBB-P2 dan BPHTB
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengelolaan Dara dsn Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Mengelolah dan menyajikan serta menyimpan data PBB-P2 dan BPHTB;
b Pelaksanaan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
c. Pelaksanaan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman

data PBB;
d Pelaksanaan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan

dan pengembangan data PBB-P2 dan BPHTB;
(:' !*e.;aksHnaan penieliharaan jaringan dan sistem [Back Up data);
f, P(^!aksanaan pelaporan dan pemeliharaan dati4 potensi PBB-P2 dan basis

daia PBB-P?.

f'f^'igolahan ;iala sut>\'ek dan obyek PBB-P2 dan BPHTB serta daftar Induk
\.v;ijib I'ajak 'BB PI:" il-iii BPHTB;

h Pingawasan datii dan informasi PBB-P2 dan BPMTB;
i Mf laksanak;in pcncetakan SPPT secara masal;

j. Mendistribusikan



j. Mendistribiisikmi SFPP kepada wajib Pajak;
k Me!aksanakf.n pcir.buatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT

yang rusak, Iiilang atau belum diterima;
1. Pelaksanaaji perekaman data dan input data dari hasil penerimaan

pcrnbayaran PBB-P2 dan BPHTB;
m. Pplaksanaan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
n Pelaksanaan dan menvempurnal<an sistem pcmbentukan basis data PBB-P2

dan BPHTB;
o. Menilai prt:stasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pcngembangan karii';
p. Mcmberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
q. Menyusun dar. menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

a lei san,

r. Mrlaksanakrn tugas l:un yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
IVi Tigsinya.

Pasal 14

(Ij Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang penagihan PBB-P2 dan BPHTB terhutang.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
a. Melaksiinakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di seksi

penagihan;
b. Melaksanakan dan penyampaian tunggakan penagihan;
c. Menyusun, nierumuskan, menghitung, mengverifikasi dan

mengkoordinasikan kebljakan atas Keberatan dan Pengurangan PBB-
P2/BPHTB;

d Mengadakan perhitungan angsuran PBB-P2;
e. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan

keberatan/banding/pengurangan atau oembafalan ketetapan pajak dan
Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada
Seksi Penagihan;

f. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan
pajak;

g. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
C h. Pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB;

i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2 yang
diperhitungkan atas hutang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belum jatuh
tempo atau ketetapan PBB-P2 diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2
yang akan datang;

j. Restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam bentuk uang
tunai atau pcmindahbukuan;

k Melaksanakan penghapusan piutang pajak;
1. Melaksanakan i;ata cara : Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak,

penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak, penyelesaian
usulan perreriksaan daiam rangka penagihan pajak, penerbitan dan
penyampaian surat teguran penagihan, penerbitan dan pemberitahuan Surat
Paksa, penerbiian Surat Perintah melal<sanakan penyitaan (SPMP),
penerbitan surai keputusan pencabutan sita, pelelangan, penyelesaian
pembatalan permohonan lelang, pembuatan laporan seksi penagihan,
penyelesaian permchonan mengangsur pembayaran pajak;

ir . Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi;

ilfli i.n. Menilai .



n, Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karir;

o. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 15

i) Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan
s{^bagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaraan dan
Pendataan Pajak Dacrah kecuali PBB dan BPHTB.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
pendaftaran dan Pcndalann mempunyai fungsi :
a. Menytif'nggarakari kegiatan-kegiatan yang beihubungan dengan bidang

tjgas.
n Mciiguiiipuikir. :>atiat!--b.ihan peraturan PerunCang-Undangan yang sesuai

(U ngai; bidajig ni^as,
i.. MelakuKan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;
d Meiaksimakf n p'-ngkajian dan Penelitian yang be'^'hubungan dengan bidang

tugas,

e. Memim.pin, Mengkoordinasikan dan mengendalikiin serta mengawasi semua
kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;

f. Menyiapkan bahan-balian yang diperlukan untuk men3aisun kebijaksanaan,
program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;

g. Menyusun perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang
Pendaftaran dan Pendataan;

h Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah dan iind;ikan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

j. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran , Pendataan clan Pengolahan Data;
k Membuat renc^ma keperluan semua jenis blangko/ formulir yang sesuai

Bidang tugasnya;
1. Memberikan pelavanan terhadap Pendaftaran 6'm Pendataan kepada Wajib

Pajak;
m. Menyusun Dal'tjar Induk Wajib Pajak dan Pengelolaan data;
n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
o. Menilai pi'estasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
p. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dan ayat (2) Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pendaftaran, pendataan dan

Pengolahan Data Pendapatan yang bersumber dari penerimaan Pajak;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan koordinasi perencanaan

pendaftaran . pendataan dan pengolahan data pendapatan;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja

kegiatan pendaltaran , pendataan dan pengolahan data;

d. Melakukan .



d. Melakukan pen^;kajiiin lerhadap system dan prosedur pungutan dan
peiierimaan daerah,

e. Menyiapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pendaftaran dan Pendataan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(5) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:
a. Seksi Pendaftaran;
b. Seksi Pendataan;
c. Seksi Pengolahein Data.

Pasal 16

iljS^ksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
bidang Pendafttixan dan Pendataan yaitu pendaftaran objek dan subjek pajak
daerah kecuali l^BB dan BPHTB.

(2)Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
Pendaftaran, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan pendaftaran;
b. Melakukan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah
c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur

pendaftaran pajak;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ekstensifikasi;
e. Melaksanakan kegiaian pendistribusian, penerimaan kembali formulir

pendaftaran wajit) pajak
r. Melaksanakf.n evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pendaftaran objek

s»il>jek pajak.
g Menilai prcsiasi krrja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangaii k irii;
h Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 17

(11 Srksi Pendataaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang
P<-ndaftaran dan Pendataan yaitu pendataan objek dan subjek pajali daerah
kecuali PBB dai- BPHTB.

'. ij Untuk mcnjabs.rkar; tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
pendataan, mempuryai uraian tugas sebagai berikut ;
a Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun percncanaan Pendataan;
b Melakukan F'endatarm objek dan subjek pajak daerah
c. Menyiapkan baiian -lalam rangka penyusunan system dan prosedur

Pendataan pajak;
d Menyiapkan bahan dsdam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ekstensifikasi;
e. Mengadakan pemeriksaan lapangan/lokasi untuk peremajaan data dari

objek dan subjek perpajakan daerah;
f. Menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak daerah ( SPTPD ) kepada

Wajib Pajak untuk diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak;

/
g. Mencatat
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g. Mencatat dan membuat daftar tentang formiilir Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPDjyang Vjelum dit.erima kembali serta membuat laporaii tentang
pemeriksaan lapangan/lokasi yang telah dilaksaiiakan;

h Melaksanakan e\'aluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Pendataan objek
dan subjek pajak,

i. Menilai pre.stasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karir;

j. Memberi petanjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
k Menyasun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ataiian sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 18

i 'l) Seksi pengolahiin data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
bidang Pendaftaran dan Pendataan ysdtu pengolahan data objek dan subjek
pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.

[2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
Pengolahan Data, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan pengolahan data;
b. Pengumpulan dan Pengolahan data Objek dan Subjek Pajak;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur

pengolahan data pajak;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ckstensifikasi;

e- Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
f. Memberikan k£u"tu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD )

kepada seluruh Wajib Pajak;
g. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan data

objek dan subjek pajak;
h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 5
Bidant^ f'enerapan dan Pelayanaji Pengaduan

Pasal 19

11} Bidang Penetapan dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas pokok
n:claksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang Penetapan
d vn Pela>anan Pengaduan atas Pajak Daerah kecuali PBB dan BPHTB.

i.,'! Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
P(-nelapan dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :
a Mf-nyelenggarak^^n kcgiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang

mgas.

b Mengumputkan bahan-bahan peraturan Perundang-undangan yang sesuai
(lo-igan bidang tugas;
Mclakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;

d. Melaksanakan
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(J .MelalisanakiLTi pcngkajian dan Pcnelitian yang berhubungan dengan bidang
iu,v;as.

tt Memiiiipin, iiieni:ikoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua
kegiatan yang bei hubungan dengan bidang tugas;

i". Menyiapkan bahiin-bahan yang diperlukan unTuk menyusun kebijaksanaan,
program kerja, prosedur kerja, pet.unjuk teknis dan laporan yang berkaitan
dengan bidang tugasnva;

g Menyusun perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang
Penetapan dan Peiayanan Pengaduan;

h. Membei'ikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
Melaksanaktm kegiatan Penetapan dan Peiayanan Pengaduan;
Membuat renrana keperluan semua jenis blangko/ formulir yang sesuai
Bidang tugasnya:

. , Mt-mbv:rikan pelayai-^an terhadap Penetapan dan Peiayanan Pengaduan
L/ i;coada Waji >Pajak;

n:. Menyusun Caftar Surat Ketetapan Pajak Daerah;
n Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
G Menilai pr^stasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
p. Mt mberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(T;) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dan ayat [2} Bidang Penetapan dan Peiayanan Pengaduan mempunyai uraian
tugas sebagai berikut ;
a. Menyiapkan btihan dalam rangka perencanaan Penetapan dan Peiayanan

Pengaduan;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembmaan dan koordinasi perencanaan

Penetapan dan Peiayanan Pengaduan;
c Menyiapkan bfihan dalam rangka menyusun program dan rencana keija

kegiatan Penetapan dan Peiayanan Pengaduan;
d Mt-lakukan pengkajian terhadap system dan prosedur pungutan dan

penerimaan daerah;
e Menyiapkan program intensifikasi dan ekscntensilikasi Pendapatan
t". Melaksanakiin tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
g Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Penetapan dan Peiayanan
Pengaduaii dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(5) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari;
a. Seksi Perhitungan dan Penetapan,
b. Seksi Pengembangan Pendapatan,
c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Peiayanan Pengaduan.

/T

Pasal 20

i j Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
s>'bagian tugas bidang Penetapan dan Peiayanan Pengaduan yaitu Perhitungan
dan Penetapan pajak daerah kecuali PBB daii BPHTB.

Ml'ntuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
F.^rhirungiin dan Penetapan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a Mt:nyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Seksi Perhitungan

dan Penetapan Pajak Daerah;
b Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur

Perhitungan dan Penetapan pajak;

c. Menyiapkan I
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c. Menyiapkari bahan dalam rangka penyusunaii program intensifikasi dan
ekstensifikasi;

d. Melaksanakan perhitungan besarnya pajak daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dari sumber data yang tersedia untuk
dituangkan dalam Nota Perhitungan;

e- Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat
perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan;

f. Melaksanakan perhitungan besarnya penetapan pajak (Official Assesment)
bagi Wajib Pajak yang tidak menyerahkan kembali SPTPD sampai pada batas
waktu yang ditentukan;

g Meiakukan pemant^^uan dan pemeriksaan lokasi/lapangan;
h. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak daerah dengan menggunakan

hasil d;-iri pemeriksaan lokasi/lapangan;
i. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Perhitungan dan

Penetapan pajak daenih;
j. Menyusun DaJ'tai' Surat Ketetapan Pajak daerah
k Menilai pr-^stasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengenibangan karir;
1, Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Hi. Menyusun clan menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

n Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 21

S-ksi Pengeml.angan Pendapatan mempunyai lugas pokok melaksanakan
s bagian tugj-s !.)idar)g Penetapan dan Pelayanan Pengaduan yaitu
P 'ngeml,)8ngari Pendapatan.

:Lntuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat {1) Seksi
P-^ngembangan Pendapatan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
s Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Seksi

Pengembangan Pendapatan:
b. Menyiapkan bahar. dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ekstensifikasi;
c. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelal^sanaan kegiatan Pengembangan

Pendapatan;
d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak dan

pendapatan lain- lain;
e Pelaksanaan pengkyjian potensi pajak aaerah dan pendapatan lainnya;
f. Peayiapan bahaji dan data penyusunan rencano, potensi pendapatan daerah

yang berkatifan dengan pengembangan pajak, dan pendapatan Iain-lain,
g Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
h Penyiapan data / bahan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan lingkup seksi pengembangan pendapatan daerah;
i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 22
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c Menyiapkan beiJrian rialam rangka penyusunan program intensifikasi dan
ekstensilika^.i;

d Meiaksanakiin perhttLingan besarnya pajak dacrah berdasarkan peraturan
perundang-undaiigan yang berlaku dari sumbtr data yang tersedia untuk
ditaangkan clalaiii Nola Perhitungan;

e. Melaksanakun penermtan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat
perpajakan ciaerah yang berkaitan dengan penetapan;

f. Mclaksanakan perhitungan besarnya penetapan pajak (Official Assesment)
bagi Wajib Pajak yang tidak menyerahkan kembali SPTPD sampai pada batas
waktu 3^ang ditentulcan;

g. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan lokasi/lapangan;
h. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak daerah dengan menggunakan

basil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
i. Melaksanaktin evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Perhitungan dan

Penetapan pajak daerah;
j. Menyusun Daftar Surat Ketetapan Pajak daerah
k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
i. Member! petanjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
n.. Menyusun dan raenyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

n Melaksanakfin tugas Jain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fuiigsinya.

Pasal 21

11) S(;ksi Pengembangiui Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
scbagian tugas bidang Penetapan dan Pelayanan Pengaduan yaitu
Pengembangan Pendapatan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tc-.rsebut pada ayat (1) Seksi
Pengembangan Pendapatan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Seksi

Penge m bangan Pendapatan;
b Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ek^itensi^ika^ i;
Mrlaksanak;:ii f alunsi dan analisa pelaksanfian kegiatan Pengembangan
!'<'ndapatan;

d Penyusunan bahan pei.unjuk teknis lingkup pengembangan pajak dan
peiidapatan .ain- lain,

c, Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan pendapatan lainnya;
f. Pcnyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah

yang berkatitan dengan pengembangan pajak, dan pendapatan Iain-lain.
g. Penghil.ungan potensi pajak dan retribusi daerah;
h Penyiapan data / bahan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan lingkup seksi pengembangan pendapatan daerah;
i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan k.-irir;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
k Menyusun dan nienyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atoSan;

1. Melaksanaktai lugas lain yang diberikan oleh atiisjm sesuai tugas pokok dan
furigsinya.

Pasal 22 1...
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(1)Seksi Peraturaii Perundang-undangan dan Pelayanan Pengaduan mempunyai
tiigas pokok melaksanakari sebagian tugas bidang Penetapan dan Pelayanan
Pf-ngaduan yaitu Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Pengaduan
Pajak Daerah kecuali PBB dan BPHTB.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
P'-raturaii Peruiidjing-undangan dan Pelayanan Pengaduan, mempunyai uraian
fiigas sehagai b'^rikiit .

•a Mcnyiapkaxi bahan dalam rangka menyusun perencanaan Seksi Peraturan
Pevundang-undangari dan Pelayanan Pengaduan.
Mcnyiapkan ba.ia.'i daiam rangka penyusuiitm system dan prosedur
p<!:pa,jakkan

j;. Menyiapkan i)ah;ir; aalam rangka penvusunarj program intensifikasi dan
eksteii5!.ifikaM,

• d Menyiapkan Produk-produk hukum yang terkait dengan perpajakan;
Membcrikan Pelayantm atas Pengaduan wajib ps^jak;

^ Menerima surat permohonan angsuran pemungutan /pembayaran /
penyetoran wajib pajak daerah;

y.' Menyiapkan surat perjajian angsuran pemungutan/ pembayaran/
penyetoran bagi surat permohonan yang disetujui;

sK Menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/ pembayaran/
^ penyetoran bagi surat permohonan yang tidak disetujui;
^^^^Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat

pei-pajakan daerah yang berkaitan dengan pengaduan wajib pajak;
j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait

penyelesaian masalah,
Menginventarisasi permasalahan - permasaiahan yang berhubungan dengan
pelayanan pengaduan dengan tindaklanjut sesuai peraturan perundang-
undangan di-m kctentuan-ketentuan yang berlaku ;

e' Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan;
Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karir;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanan tugas/kegiatan kepada

atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 6
Bidang P^nagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya

Pasal 23

l ia.iiig Pr.rnaghuui <i;!n Hrrtenmaan Pendapatan ].ainnya mempunjai tugas
p ;kv)k luflaksc nakan M^bagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang
P -aa^-.ihan dan Penrriniaan Pendapatan Lainnya kc\.aali PBB dan BPHTB.
tjiruK' menyeleng^^arakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
P'-nagihan dan F^ent rimaan Pendapatan Lainnya inenyelenggarakan fungsi:
a Menyelenggaralcan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang

tugas;

b. Mengumpulkan bahan-bahan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai
dengan bidang tugas;

c Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;

d. Melaksanakan
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d Meiaksanak^m pcngkajian dan Penelitian yang berhubungan dengan bidang
tugas;

e Meminipin, inengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua
kejpatan yang berhubungan dengan bidang tugas:

{'. Menyiapkan bahaii-bLJian yang diperlukan untuk menyusun kebijakan,
program kerja, prosedur kerja, petunjuk Ve.knis dan laporan yang berkaitan
dengan bidajig tugasnya;

g Menyusun perericanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang
Penagihan dan Penerimann Pendapatan Lainnya;

h Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

i. Memberikan seiran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

j. Melaksanakan kegiatan Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya;
k Pelaksanaan pclayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan

batas kewenangannya;
1. Pengumpulan dan pengolahan data sumber penerimaan lainnya diluar pajak

dan retribusi daerah;
n Mcmtjuat itncana ktperiuan semua jenis blangko/ formulir yang sesuai

i^iilanr, tuga -n;.
1. l'c;ak;>^inaar. penmaniaaan dan evaluasi kegiatan,
o Mtmb;-jgi tuf:'as kt-pada bawahan sesuai dengan i>idangnya;
]: M{ nilai pr:sia;.i kerja bawahan sebiigai bahan pembinaan dan

pengenibangan kaxii";
i.'-j Lntuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagannana tersebut pada ayat (1)

dan ayat (2) Bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan koordinasi

Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya;
b. Menyiapkan bfihan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja

kegiatan Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya;
c. Menyiapkan program intensifikasi dan eksentensifikasi Pendapatan
d. Melakukan pengkajian terhadap system dan prosedur pungutan dan

penerimaan daerah;
e Memerlksa tlan menandatangani Surat Tagihaji Pajak Daerah kecuali PBB

dan BPHTB;

f Melaksanakan V'^rilikasi dan penghitungan atas permohonan Keberatan dan
Banding;

g Mengatur pelaksanaan penagihan Pajak daerah;
h- Menyusun rumusan kebijakan keberatan dan banding atas pajak daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Menyediakan bahan informasi penerimaan pajak daerah sebagai bahan

penyusunan laporan realisasi penerimaan;
j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik;
k. Menilai hasil kerja bawahan untuk baiian pengembangan karier;
1. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsi;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Dalam menyeleng^arakan kegiatannya, Bidang Penagihan dan Penerimaan
Pendapatan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

•Sj Lnsur-unsur Organisasi Bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan
L.iinnya terdiri dari;
a Seksi Pemeriksaan, Keberatan dan Banding,
b. Seksi Penagihan, Pembukuan dan penerimaan.

Pasal 24
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Pasal 24

(IJSeksi Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagiaji tugas bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan
Lainnya yaitu Pemeriksaan, Keberatan dan Banding atas Pajak Daerah kecuali
PBB dan BPHTB.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
Pemeriksaan, Keberatan dan Banding, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan beilian daiam rangka menyusun perencanaan Pemeriksaan,

Keberatan dan Banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
b Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur

Pejneriksaan, Keberatan dan Banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
c Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan

ekstensifikasi;
d Melaksanakan evaiuasi dan anaiisa pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan,

Keoeraian dtm Banding atas materi penetapaii Pajal<. Daerah;
e Melaksaiiaktin adniinistrasi pemeriksaaii terhadap penetapan pajak daerah

sesuai pedoman yang berlaku;
f. Menerima d;an melayani surat keberatan dan surat permohonan banding

atas materi penetapan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
g. Menyiapkan berkas administrasi pelaksanaan keputusan menerima atau

menolak keberatfin serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding;
h Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
Menyusun d in menv^-mpaikan laporan kegiatan.

Pasal 23

S'Ksi Pttnagihan, I'ernhukuan dan Penerimaaij mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang Penagihan dtin Penerimaan Pendapatan
Liinnva vaitu Penagihan, Pembukuan dan Penerimaan atas Pajak Daerah
k'.^cuali PBB daji BPHTB.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi
Penagihan, Pembukuan dan Penerimaan mempunyai uraian tugas sebagai
b(-^rikut;

a Menyiapkan balian dalam rangka menyusun perencanaan Penagihan,
Pembukuan dan Penerimaan Pajak Daerah;

b Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur
Penagihan, Pembukuan dan Penerimaan Pajak Daerah;

c Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program intensifikasi dan
eksten:sifikai;i;

d Melaksanakan evaiuasi dan anaiisa pelaksanaan kegiatan Penagihan,
pembukuan dan penerimaan Pajak Daerah;

e Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melewati batas waktu jatuh
tempo pembayanm;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat dan dokumen yang
berhubungan dengan penagihan;

g. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pencatatan dan pembukuan
terhadap realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari paj^, retribusi
dan penerimaan lainnya;

h. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah
lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan
yang berlaku;

i. Melakukan intensifikasi dan ekstensiiikasi penagihan;

j. Menyiapkan
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). Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan
peinungutan /pembayaran/penyetoran pajak da^^rah;

k Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
!. Mengadakan ev^aiuasi dan pelaksanaan opeiasional terhadap capaian

n'hiisasi pen lrip<im;i (;aerah;
n Mt;niUn pvt stas> k-iia bawaimn sebaga: bahan pembinaan dan

p(^ijge ri1bang ,111 P. in i;
n Memberi petanjuk kepada bawahan untuk kelanoaran pelaksanaan tugas;
o Melaksanaki'j-i lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
p Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas sesuai dengan keahlian.

\d] Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejunilah tenaga dalam jabatan
( iungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

1- eahliannya.
t Setiap kelompt>k dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasa] 27

liai-lial yang Tienjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang
iidak dapat dipisalikan;

Pelaksanaan fangsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang pendapatan
Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Seksi,
Unit Pelaksana Tfknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut
bidang tugas niasing-masing;

Kepala Dinas bajk taktis operasional maupun teknis administratif berada
(!;ba\v'ah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugas
pokoknya mervelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang
!''iThubungan <ieng.in I'ufigsinya,.

-.Miap pimpini'.n stJuan organisasi di lingkungari iMnas, dalam melaksanakan
.igasnya waji > m-ar^rupkiin prinsip koordinasi. mtegrasi, sinkronisasi dan

:,iinplifikasi;

(5) Setiap
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. eiiaj pnnpinan ;sutuaii organisasi di lingkungari l;inas wajib memimpin dan
i.jemijenkan bimbingan serla petunjuk pelaksanaari tugas kepada bawahan.

Bagian Kediia
Pelaporan

Pasal 28

^,: Kcpaia Dinas wajib mr-nioenkan laporan tentang pclaksanaan tugas pokoknya
si-cara Iriatur, dati lopat waklu kepada Bupati;

.^.ptiap pirnpinan saiuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan
I lematuhi petunjuk dyn ranggungjawab kepada atiisannya masing-masing
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya,

(i) Setiap laporan yang cliterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 29

f!) i>alam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk kepala

Sekretariat;

[2] Dalam hal Kepala Selcretariat berhalangan, maka Kepala Dinas dapat

menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Uepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
.)aerah;

i^pr'ila Dinas be""!-:ewjiiiuan dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan
•Hhan rancari^-.an kebijakan Bupati di bidang Pendapatan Daerah;

'rjahai-pejabsT iHirmys di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
•iupati sesuai 'lengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 31

(I) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maJca Peraturan Bupati Minahasa
Nomor 33 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolah
Keuangan, Asset dsin Pendapatan Kabupaten Minahasa, dicabut dan
ciinvatakan tiduk berlaku.

I /

Pasal 32

J':n-aiuran Bupati Minahasa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

/igar sctiap orang dapal mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan Peratur^
UupHti ini dengan nenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasaf

iJij^il^ngkan di Tondano
!L^ Ja.vujar)'

Ditetapl<.an di Tondano
padgjanggal JonuoH

lAHASA,

AJOW

b DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

DAERfi]

[ENGKENG, SH, MSi
i^BMBINA UTAMA MADYA

inP. 19610427 198710 1 003

i.EMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 7
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